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Along with the times, as now, the rampant drug erim people's daily life. Act
only prohibits the use of narcotic drugs withowtelse by the Act in question.
One effort to tackle crime as a social phenomesahe Police. In Indragiri Hilir
many narcotics cases that have been revealed bgepwihil. In Indragiri Hilir
narcotic crime rate is quite high, because the oags a strategic place Indragiri
Hilir drug trafficking and circulation can be thrgh sea and Iland.
The purpose of this thesis, namely: First, to deiee the role of police in
combating crime Inhil narcotics. Second, to deteembarriers Inhil Police in
combating narcotics. Third, To find the Police Intfforts in overcoming
obstacles eradication of narcotics. Types of reskearsed in this study belong to
the juridical sociological research that is reviewgi the state of the existing
problems in the field associate with aspects ofapglicable law and governing
problems. The data used are primary data, secondadytertiary and techniques
of data collection using questionnaires, interviewasd literature study.
From the results and discussion of research anctlcoied that the First Police
Inhil role in the eradication of narcotic that isstrumental in promotive,
preventive and repressive, Second, barriers Inlalid® in the eradication of
narcotics, namely the lack of operational funds,mban resources, going
undercover, distant place takes time, lack of tpmmgation, do not have a
forensic laboratory and the lack of community papation, and third, the efforts
made to overcome the obstacles Police Inhil eradioaof narcotics: first, Adj
Inhil Police narcotics investigation Unit will suliihan application to the Chief of
Police in the form of fund details needed to hamdiecotics cases and make cost
savings, second, propose the addition of persoandltraining to improve the
skills of the personnel members to vocational etiocan particular Criminal
Investigation Drugs, a third, a new police recraitd select personnel who can
work well, the fourth , advance preparation fagd# and infrastructure in the
pursuit of criminal suspects narcotics and tryirg rhake sure in advance the
presence of suspected narcotics offense, fifth, pus@ate transport or use of
passenger transportation, the sixth, bringing taeple to the POM to Pekanbaru
or Forensic Laboratory Medan Police Branch, and tbeventh, doing legal
counseling to members of the community and prosederity and protection to
the witnesses as much as possible, if the withessdkreatened by the suspect.
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A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini, seakyak saja
fenomena-fenomena yang kita hadapi dalam kehidupasyarakat sehari-
hari. Diantara fenomena tersebut seperti fenomeanhidhng ekonomi,
bidang sosial budaya, bidang politik, dan bidankumu Diantara fenomena
itu yang menjadi sorotan utama adalah fenomenadaligi hukum.
Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah smntuk “perilaku
menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada teapuk masyarakat,
tidak ada masyarakat yang sepi dari kejah&t8alah satu tindak pidana
yang marak terjadi dan dekat dengan masyarakagladaidak pidana
narkotika.

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yangygeraannya
ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususmya bidang
pengobatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan telaologi
tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkegnljaula cara
pengolahannyaNamun, dengan semakin berkembangnya zaman, riakoti
digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteraarkotika banyak
digunakan khususnya dalam proses pembiusan selmdsian dioperasi.
Seiring dengan perkembangan zaman juga, sesegamggpada awalnya
awam terhadap narkotika berubah menjadi seorangndecyang sulit
terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnyalgvare narkotika di
Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adasah keberadaannya.
Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaakotika tanpa
izin oleh Undang-Undang yang dimaksud.

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adajehis zat yang
dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu beamgeorang yang
menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan e dabul?.

Yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akamimagva efek dari
pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemadiai, iy
a) Mempengaruhi kesadaran;

b) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhgmapaku
manusia;
c) Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa.

1) Penenang;

2) Perangsang (bukan rangsanges);

3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu nesakan
antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadd@m waktu
dan tempat}.

Salah satu upaya menanggulangi kriminalitas sebagatu gejala

sosial (kemasyarakatan) adalah dengan cara pe&ksamperaturan
perundang-undangan pidana oleh sistem peradilaang@i@riminal justice

11S. Heru Perman#olitik Kriminal, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, him. 11.

2 Moh.Taufik Makaraoet. al, Tindak Pidana NarkotikaGhalia Indonesia, Jakarta, 2003,
him. 17.

% |bid. him. 16.

* Ibid.



systel yang dibentuk negara.Komponen-komponen sistem peradilan
pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dambaga
Kemasyarakatan, yang masing-masing dapat dilihgt $@bagai suatu
subsistem sendifi.Komponen peradilan pidana yang penulis bahasidisin
adalah Kepolisian.

Masalah mendasar mengenai tugas dan peranan Holbiddng
penegakan hukum ini memang sepantasnya dibicaréars-menerus,
karena pada keberhasilan di bidang penegakan huklah dipertaruhkan
makna dari “negara berdasar atas hukim”.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kst tugas
pokok Kepolisian diatur dalam BAB Ill mengenai tsgdan wewenang,
yaitu Pasal 18.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pa##&atnya
merupakan bagian integral dari upaya perlindungasyarakat gocial
defencg dan upaya mencapai kesejahteraan masyarageia( welfaré.’
Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahataarasdmesar dapat
dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalumpénal (hukum pidana) dan lewat jalur
“non-penal (bukan/di luar hukum pidandy.

Berdasarkan bidang pekerjaan Polisi tersebut, madwaulis akan
membahas pada bidang Reserse dan Kriminal. Dalangumgkap suatu
tindak kejahatan, seorang Reserse bertugas melaliddgatan berikut ini
secara bertahap yaitu, penyelidikan, penyidikamjnuakan, pemeriksaan,
penyelesaian, dan penyerahan ke pengadilan.

Sebagai aparat penyelidik dan penyidik Kepolisi@glisi harus
memberantas dan mengungkap setiap tindak pidara teagjadi. Menurut
Bripka Saripuddin Harahap mengatakan bahwa tingkadak pidana
narkotika di Kabupaten Indragiri Hilir cukup tindgilni disebabkan karena
daerah Indragiri Hilir merupakan tempat strategeyedaran narkotika.
Daerah Indragiri Hilir menjadi sasaran empuk aksjakatan ini, sebab
peredarannya bisa melalui laut dan darat.

Dari uraian yang telah penulis jelaskan dalam Id&t@iakang maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengadul “Peranan
Kepolisian Resor Indragiri Hilir Dalam PemberantasaTindak Pidana
Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

®|S. Heru Perman@p.cit,him. 12.

® Ibid.

" Barda Nawawi AriefBeberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembargknm
Pidana PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, him. 1.

® Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahur22T@ntang Kepolisian’Lembaran
Negara RI. Tahun 2002 Nomor 2, Pasal 13.

° Barda Nawawi Arief Bunga Rampai Kebijakan Hukum PidaraT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002, him. 2.

% 1bid. him. 42.

* Wawancara dengaBapak Bripka Saripuddin HarahapgKepala Urusan Administrasi dan
Tata Usaha dan Penyidik Pembantu Satuan Narkobalikieym Resor Indragiri Hilir, Hari Senin,
Tanggal 3 Desember, 2012, Bertempat di KepolisiesoRIndragiri Hilir.



1. Bagaimana Peranan Kepolisian Resor Indragiri Hildalam

Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika?

2. Apa saja Hambatan Kepolisian Resor Indragiri Hilolalam

Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika?

3. Upaya apa saja yang dilakukan Kepolisian ResoralyidrHilir dalam

Mengatasi Hambatan Pemberantasan Tindak Pidanat\dak

C. Tujuan dan Kegunaan Pendlitian
1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Kepolisian Resor Indragilir dalam
pemberantasan tindak pidana narkotika.

2. Untuk mengetahui hambatan Kepolisian Resor Indradtjlir dalam
pemberantasan tindak pidana narkotika.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KepolisiasdRéndragiri
Hilir dalam mengatasi hambatan pemberantasan tindalana
narkotika.

2) Kegunaan Pendlitian
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangau
hukum secara umum dan perkembangan hukum pidansusinya.
Terutama untuk mengetahui peran Kepolisian dalanmieeantas
tindak pidana secara umum dan tindak pidana Nad&kdhususnya.
Kegunaan Praktis
a. Untuk mengembangkan ilmu yang penulis dapat selaergalani
pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau.
b. Untuk keperluan praktek atau penegakan hukum yalaguétan
oleh pihak Kepolisian khususnya tindak pidana Ntikko
c. Untuk memberi sumbangan pemikiran dan bacaan kepada
almamater.
D. Kerangka Teoritis
1. Teori Penegakan Hukum
Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasarya®4Smenjunjung
tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segal@a negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pentfeamtdan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tdkkkecualinya®
Menurut John Graham penegakan hukum dilapangan Ridisi
merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencedeatjahatan.

Dan menurut Hamis MC.Rae mengatakan bahwa penegalkinm

dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupgalem hukum

dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidaysy dan dalam
penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan rmukiempunyai
pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yaaggdininya:

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahunl119Bentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara PidahaSimplex Jakarta, Jakarta, 1982, him. 1.

13 http://aizawaangela020791.blogspot.com/2011/01/penemdkekum. htmidiakses, tanggal,
22 November 2012.



Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnyauada
yaitu penegakan hukupreventif dan penegakan hukurapresif**

Penegakan hukum pidana dapat di lihat sebagai salahupaya
memberantas kejahatan. Dalam hal ini tindak pidaakotika dapat
dirumuskan sebagai delik yang dilakukan dengark tata korbangrime
without victin), dimana para pelaku juga berperan sebagai kofDia.
karena itu pemerintah perlu mengupayakan penedakam.

Walaupun abstraksi hukum dalam peraturan perundadgngan
mengisyaratkan kepastian hukum namun pelaksanadranya dilandasi
dengan kesadaran yang manusiawi oleh aparat pehegam?®

2. Teori Peranan

Sulit disangkal bahwa Polisi menempati kedudukargyaenonjol
di antara birokrasi pemerintahan yang [irPolisi adalah badan yang
diberi kekuasaan untuk menggunakan kekerasan dal@malankan
pekerjaannya’ Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai keduduka
tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peramaa ¢ccupant® Suatu
peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unssurusebagai berikut:
1) Peranan yang ideablgal role);

2) Peranan yang seharusngxfected rolg
3) Peranan yang dianggap oleh diri sengtigr€eived rolg
4) Peranan yang sebenarnya dilakukactyal role.*

Masalah yang senantiasa akan terasa mengganjallaapdita
berbicara tentang Polisi adalah penggunaan kekeradeh Polisi.
Penggunaan kekerasan oleh Polisi dimanapun di danimerupakan
masalah, khususnya di negara-negara yang mengam@amp
demokrasf® Dalam konteks hukum Indonesia masalah ini jugaupuk
relevan, khususnya apabila dihubungkan dengan tketeahwa dalam
menjalankan tugasnya Polisi diharuskan menjunjunggt hak-hak asasi
rakyat?!

3. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yangetil dalam hukum
pidana Belanda yaitatrafbaar feit Walaupun istilah ini terdapat istilah
ini terdapat dalamWvS Belanda, dengan demikian juddvS Hindia
Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resntang apa yang
dimaksud dengasstrafbaar feititu. Oleh karena itu, para ahli hukum

% http:/Mmww.dikmenum.go.jdiiakses, tanggal, 22 November 2012.

> Asri Muhammad SalehMenegakkan Hukum Atawa Mendirikan HukuBina Mandiri
Press, Pekanbaru, 2003, him. 36.

' satjipto Rahardjo dan Anton TabaRolisi Pelaku dan PemikirPT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 1993, him. 105.

" Soerjono SoekantoFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Huké¥, Raja
Grafindo Persada, Jakari®83, him. 35.

% Ibid. him. 20.

19bid.

zi Mochtar Lubis, Citra Polisiyayasan Obor Indonesidakarta, 1988him. 181.

Ibid.



berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah?* Simons,
merumuskanstrafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum
yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseoyamy dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dikgatsebagai dapat
dihukum”.#®
Terdapat dua unsur tindak pidana, yaitu :
1. Unsur Subjektif :
2. Unsur Objektif
Terdapat berbagai teori yang membahas alasan yantanarkan
penjatuhan hukuman (sanksi). Hukuman pokok telééntlikan dalam
Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :
1. Pidana pokok
2. Pidana tambahan
Dalam masyarakat modern sekarang ini di mana kphrmutu
Maka dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tgntarkotika di
samping mengatur penggunaan narkotika, menetapkanmugtan-
perbuatan yang dilarang berhubungan dengan naskotdng bilamana
dilakukan merupakan perbuatan penyalahgunaan fkakdergolong
tindak kejahatan.
E. Metode Penelitian
1. JenisPendlitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiantengolong pada
penelitian yuridis sosiologis yaitu meninjau keadgarmasalahan yang
ada di lapangan di kaitkan dengan aspek hukum parlgku dan yang
mengatur permasalahan tersebut.
2. Lokas Pendlitian
Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor rewgiri Hilir tepatnya
di Kecamatan Tembilahan alasannya, ingin mengetatigkat
keberhasilan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalamengungkap kasus
tindak pidana narkotika di Kabupaten Indragiri Hili
3. Populasi dan Sampel
a) Populas
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obye§adeairi yang
sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, bdmdap(atau
mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempeagigah sifat atau ciri
yang sam&‘Adapun yang di jadikan populasi dalam sampel iniau
sebagai berikut :
1) Kepala Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Restagri Hilir;
2) Polisi Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Rasralgiri Hilir;
3) Pelaku atau Korban Tindak Pidana Narkotika di Igatradilir.
b) Sampel

22 Adam ChazawiPelajaran Hukum Pidana Bagian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2001, him. 67.

%% Ipid. him. 75.

24 Bambang Sunggondyletodologi Penelitian HukumPT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2006, him. 118.



Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dawigsd. Dalam
suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakuldak terhadap
populasi, akan tetapi dilaksanakan pada safipelntuk
mempermudah penulis dalam melakukan penelitian madaulis
menentukan sampel, dimana sampel adalah merupaganbdari
keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek Igemre yang
dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, datode yang
dipakai adalahmetode purposive sampling Secara jelas tentang
populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibamia
Tabel 1.3
Populasi dan Sampel

No | Responden Populasi | Sampd | Jumlah %

1 Kasat Resersgel 1 100 %
Narkoba Polres Inhil

2 Kanit idik Narkoba 2 1 50 %
Polres Inhil

3 Penyidik Narkoba 6 3 50 %
Polres Inhil

4 Penyelidik  Narkoba 7 4 58 %
Polres Inhil

5 Pelaku atau Korban 84 20 24 %

Jumlah 100 29 -

Sumber Data Dari Kepolisan Resor Indragiri Hilir Tahun 2012
4. Sumber Data
Berdasarkan metode penelitian sosiologis makapatagumpul data
dalam penelitian ini adalah :
a) Data Primer
Data primer adalah data yang penulis dapatkangterdecara
langsung melalui responden dengan cara apa di dapamengenai
hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yangiditel
b) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh penalitibeérbagai studi
kepustakaan serta peraturan perundang-undangambioldka, literatur
serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan ggsatahan
penelitian ini. Yang terdiri dari :
c) Data Tertier
Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kapensiklopedi, dan
sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data eorirdan
sekunder.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah :

25 |pid. him. 1109.



a) Wawancara Yyaitu pengumpulan data dilakukan olelelgedengan
cara memberikan pertanyaan kepada responden, thallaim dengan
kasat reskrim polres Inhil dan polisi di polresilnh

b) Kuisioner yaitu dengan memberikan pertanyaan serbuka kepada
responden tentang tindak pidana narkotika yangbdikan pada
respondensi untuk memperoleh data.

c) Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipdari buku
bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiK#ditannya
dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data
Data yang diperoleh baik dari hasil kuisioner, wagaa, studi
kepustakaan, akan dianalisis dengan metode kufalitat
F. Pembahasan
a. Peranan Kepolisan Resor Indragiri Hilir dalam Pemberantasan

Tindak Pidana Narkotika

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala SatuaselRe
Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir Bapak AKHnron Teheri,
bahwa tindak pidana narkotika sangat marak ter@idiKabupaten
Indragiri Hilir, ini disebabkan adanya tindak pidanarkotika yang
dilakukan oleh pelaku sangat terselubung. Secakgtafi Indragiri Hilir
terdiri dari pulau-pulau kecil dan sungai-sungahiegga Satuan Reserse
Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir mengalankesulitan
melakukan pengungkapan kasus tindak pidana naaStik

Banyaknya kasus tindak pidana narkotika tersebuatds, yang
menjadi faktor penyebabnya bahwa pelaku atau karelakukan tindak
pidana narkotika antara laifi :

1. Faktor Keluarga;

2. Faktor Lingkungan;

3. Faktor Ingin Tahu; dan

4. Faktor Ekonomi.

Jika diperhatikan dari faktor penyebab tindak péalamarkotika
tersebut di atas, pelaku atau korban tindak pidsar&iotika, dapat di
bedakan bentuk tindak pidananya, antara lain set&ga
1. Produsen narkotika;

2. Bandar narkotika;

3. Pengedar narkotika; dan

4. Pemakai atau pengguna narkotika.

% Wawancara dengaBapak AKP Imron TeheriKepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor
Indragiri Hilir, Hari Senin, Tanggal 17 Juni, 20B%rtempat di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

2" Wawancara dengaBapak Bripka Saripuddin Harahagepala Urusan Administrasi dan
Tata Usaha dan Penyidik Pembantu Satuan NarkobaliKigm Resor Indragiri Hilir, Hari Senin,
Tanggal 17 Juni, 2013, Bertempat di Kepolisian Résdragiri Hilir.

% Wawancara dengaBapak Bripka Karter SianiparKepala Unit Idik 2 Narkoba Kepolisian
Resor Indragiri Hilir, Hari Selasa, Tanggal 17 J@t13, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri
Hilir.



Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala SatuasemRe
Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir Bapak AKHnron Teheri,
adapun peranan Satuan Reserse Narkoba dalam matakenarkotika
di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai benkut
1. Peranan Promotif

Promotif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 8atua
Reserse Narkoba bertujuan membina masyarakat yaglgmb
melakukan tindak pidana narkotifa.

2. Peranan Preventif

Preventif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 8atua
Reserse Narkoba berupaya mencegah masyarakat uidaek
melakukan tindak pidana narkotif.

3. Peranan Represif

Represifadalah suatu kegiatan penindakan terhadap pelakakt
pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Rede¢askoba, dalam
kegiatan tersebut merupakan langkah terakhirypayapromotifdan
upayapreventif tidak berhasif*

Dari hasil wawancara penulis dengan aparat SatueserBe
Narkoba ada beberapa tugas yang dilakukan olehalsaReserse
Narkoba dalam menjalankan tugasnya seperti :

1. Penyelidikan
Maksud penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitafdéhg-
Undang Hukum Acaré
Dalam kegiatan penyelidikan, Satuan Reserse Narkoba
melakukan beberapa tahap, antara lain :
a. Pengamatan (Observasi)
b. Wawancara
c. Pembuntutan
d. Penyamaran
2. Penyidikan
Maksud penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab ahgt
Undang Hukum Acara Pidana, “penyidikan adalah gia@an
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yaatuddalam
Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkddi yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindakradang terjadi
dan guna menemukan tersangkarija”.

? Wawancara dengaBapak AKP Imron TeheriKepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor

Indrgtogiri Hilir, Hari Senin, Tanggal 17 Juni, 20 Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
Ibid.

* |bid.

%2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahunll9Bentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidahdembaran Negara RIl. Tahun 1981 Nomor 76, Pag&aitir 5.

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun11%Bentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidah&embaran Negara RI. Tahun 1981 Nomor 76, Pag&altir 2.



Dalam proses penyidikan, yang berwenang melakukda A
beberapa tahap dalam penyidikan yang dilakukan &atuan
Reserse Narkoba antara lain :

a. Penangkapan
b. Penahanan
c. Pengeledahan
d. Penyitaan
b. Hambatan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam Pemberantasan
Tindak Pidana Narkotika
Usaha Pemberantasan diartikan sebagai usaha umkignahkan
tindak pidana narkotika di Indragiri Hilir. Usaherd¢ebut diarahkan pada
usahapromotif preventif dan represif Dari hasil wawancara penulis
dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Bapak AKBnlireheri dari
Kepolisian Resor Indragiri Hilir, bahwa hambatamgadihadapi oleh
Satuan Reserse Narkoba dalam pemberantasan tirtdadamarkotika di
Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai beriktit :
. Kurangnya Dana Operasional
. Sumber Daya Manusia
Melakukan Penyamarat/{idercover Buy
. Tempat Yang Jauh Menyita Waktu
. Kurangnya Alat Transportasi
Belum Mempunyai Laboratorium Forensik
g. Kurangnya Peran Serta Masyarakat

D0 T

c. Upaya Dilakukan Kepolisian Resor Indragiri Hilir Dalam Mengatasi
Hambatan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
Kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Indragilir cukup
tinggi, sehingga masyarakat Indragiri Hilir resarhtidap tindak pidana
narkotika. Tingginya kasus tindak pidana narkotitexsebut akan
memaksa aparat keamanan untuk bertindak lebih gpoof@ disamping
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam keamamnarketartiban
masyarakat dilingkungan masing-masing Polisi jugiht menaruh
perhatian serius terhadap kasus tindak pidana tieekgang cukup
meresahkan inf>
Dalam melakukan upaya tersebut, Satuan Reserse oldark
Kepolisian Resor Indragiri Hilir mengalami hambateambatan. Dalam
mengatasi hambatan tersebut, Satuan Reserse Ndkpotisian Resor
Indragiri Hilir melakukan pembenahan-pembenahaagaiberikut :
a. Kurangnya Dana Operasional
Masalah kekurangannya dana operasional tersebpsl&&atuan
Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilimmknengajukan

3 Wawancara dengaBapak AKP Imron TeheriKepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor
Indragiri Hilir, Hari Selasa, Tanggal 25 Juni, 20B&rtempat di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
35 i
Ibid.
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permohonan kepada Kepala Kepolisian Resor berupaan dana
yang dibutuhkan untuk menangani kasus narkdfika.
. Sumber Daya Manusia

Untuk mengatasi kurangnya personil Satuan Resess&oNa,
Kepala Satuan Reserse Narkoba mengajukan penamipansonil
dan memilih anggota yang dapat bekerja dengan’baik.
. Melakukan Penyamarak/(dercover Buy

Untuk mengatasi penyamaran anggota Satuan Resears®eld
yang sudah dikenali oleh masyarakat atau tersatigkak pidana
narkotika, Kepala Satuan Reserse Narkoba KepolRe&sor Indragiri
Hilir akan merekrut personil polisi yang baru daemilih personil
yang dapat bekerja dengan balk.
. Tempat Yang Jauh Menyita Waktu

Satuan Reserse Narkoba akan melakukan persiap&ebilier
dahulu sarana dan prasarana dalam pengejaran gkasamdak
pidana narkotika. Dan Satuan Reserse Narkoba Werusamastikan
terlebih dahulu keberadaan tersangka tindak pidartetika>®
. Kurangnya Alat Transportasi

Kurangnya alat transportasi tersebut, Satuan Resdeskoba
akan berusaha menambah atau melengkapi alat tréasipgang
digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan penthssmnpidana
narkotika. Apabila belum adanya penambahan alatsp@tasi,
Satuan Reserse Narkoba akan menggunakan kendaiaaai peroda
dua di wilayah yang dekat. Jika wilayah yang jaBhtuan Reserse
Narkoba akan merental mobil atau menggunakan nmdiel. Dan
pada wilayah yang perairan, Satuan Reserse Narkakan
menggunakan alat transportasi air khusus penuniang.
. Belum Mempunyai Laboratorium Forensik

Untuk mengatasi belum adanya Laboratorium Forendik
Kabupaten Indragiri Hilir dalam pemeriksaan sanipedebut, Satuan
Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hiliamkmembawa
sampel tersebut ke Balai POM Pekanbaru. Dalam pksaan sampel
ke Balai POM Pekanbaru harus memenuhi syarat.

Dan apabila barang bukti tidak memenuhi syarat ketentuan
yang ditetapkan oleh Balai POM Pekanbaru, makasipakan

% Wawancara dengaBapak Bripka Karter SianipaKepala Unit Idik 2 Narkoba Kepolisian
Resor Indragiri Hilir, Hari Rabu, Tanggal 3 JulQ13, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri

“ Wawancara dengaBapak Bripka Saripuddin HarahagKepala Urusan Administrasi dan
Tata Usaha dan Penyidik Pembantu Satuan Narkobalikieym Resor Indragiri Hilir, Hari Selasa,
Tanggal 25 Juni, 2013, Bertempat di Kepolisian Résdragiri Hilir.
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membawa sampel urine tersangka ke LaboratoriumnBikePolri
Cabang Medaf?f

g. Kurangnya Peran Serta Masyarakat

Satuan Reserse Narkoba akan melakukan penyuluimguodpban
hukum terhadap warga masyarakat untuk ikut membssatindak
pidana narkotika dan memberitahukan kepada masstaragngenai
dampak negatif narkoba yang sangat berbaftaya.

Apabila saksi yang diancam oleh tersangka, salssi bhielapor
langsung ke Satuan Reserse Narkoba dan Satuans&dsarkoba
akan memberikan pengamanan dan perlindungan terhadksi
semaksimal mungkifi.

G. Penutup
1. Kesmpulan

a. Peranan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam pemnalmtasan tindak
pidana narkotika dengan melakukan berbagai pergaitun pertama,
secaraPromotif kedua, secarBreventifdan ketiga, secarmdepresif
PerananPromotif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh
Satuan Reserse Narkoba bertujuan membina masyarakgtbelum
melakukan tindak pidana narkotika dan kegiatanebars dapat
dilakukan dengan cara penyuiuhan hukum dan memaspagduk
anti narkoba. PerandPreventif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan
oleh Satuan Reserse Narkoba berupaya mencegah ralayantuk
tidak melakukan tindak pidana narkotika dan kegiaeasebut dapat
dilakukan dengan cara patroli yang secara teraeahteratur. Dan
PerananRepresifyaitu suatu kegiatan penindakan terhadap pelaku
tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satilaserse Narkoba,
dalam kegiatan tersebut merupakan langkah terajker upaya
promotif dan upaya preventif tidak berhasil. PagaapanRepresif
Satuan Reserse Narkoba dalam bidang penyelidikatakoi@an
observasi, wawancara, pembuntutan dan penyamaram.Hranan
Represif Satuan Reserse Narkoba dalam bidang plearyid
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahamedgitaan.
Dalam melakukan peranan tersebut, Satuan Reserg&olda
Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam pemberantasmdak pidana
narkotika mengalami beberapa hambatan.

b. Hambatan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam peErantasan
tindak pidana narkotika yaitu; Pertama, kurangngaadoperasional,
kedua, sumber daya manusia, ketiga, melakukan pearga
(undercover buy keempat, tempat yang jauh menyita waktu, kelima,
kurangnya alat transportasi, keenam, belum mempualyaratorium
forensik dan ketujuh, kurangnya peran masyarakahg@n berbagai

42 1 1ai
Ibid.

3 Wawancara dengabBapak Bripka Karter SianiparKepala Unit Idik 2 Narkoba Kepolisian
Resor Indragiri Hilir, Hari Rabu, Tanggal 3 JulQ13, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri
Hilir.

“bid.
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hambatan tersebut, maka Satuan Reserse Narkobdid@pdresor
Indragiri Hilir akan melakukan berbagai upaya.

c. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Indragiri iHidalam
mengatasi hambatan pemberantasan tindak pidanatikarkadalah
pertama, kurangnya dana operasional, Kepala S&es@rse Narkoba
Kepolisian Resor Indragiri Hilir akan mengajukanrmehonan
kepada Kepala Kepolisian Resor berupa rincian gang dibutuhkan
untuk menangani kasus narkotika dan Satuan ReBlnd®mba akan
melakukan penghematan biaya yang diberikan darepatah dengan
berusaha memastikan di mana keberadaan tersangkak tpidana
narkotika, kedua, sumber daya manusia, Kepala SaReserse
Narkoba mengajukan penambahan personil dan meamggota yang
dapat bekerja dengan baik Dan melakukan pelatiletatipan
terhadap personil-personilnya untuk meningkatkartereenpilan
anggotanya untuk pendidikan kejuruan Reserse Kalrkhususnya
Reserse Narkoba, ketiga, melakukan penyamaradefcoverbuy),
Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian ResacadirdHilir akan
merekrut personil polisi yang baru dan memilih pailsyang dapat
bekerja dengan baik, keempat, tempat yang jauh itaenyaktu,
Satuan Reserse Narkoba akan melakukan persiagabitiedahulu
sarana dan prasarana dalam pengejaran tersangkak tipidana
narkotika dan berusaha memastikan terlebih dahwdbedadaan
tersangka tindak pidana narkotika, kelima, kuramagagt transportasi,
Satuan Reserse Narkoba akan berusaha menambameiengkapi
alat transportasi yang digunakan sebagai penduklaiggm kegiatan
pemberantasan pidana narkotika dan apabila belumnyad
penambahan alat transportasi, Satuan Reserse MNarkadan
menggunakan alat transportasi pribadi atau menggmnaalat
transportasi penumpang, keenam, belum mempunyairaedyium
forensik, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Restragiri Hilir
akan membawa sampel tersebut ke Balai POM Pekardiatu ke
Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan kétukurangnya
peran serta masyarakat, Satuan Reserse Narkoba nadéiakukan
penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap warga masyianaituk ikut
memberantas tindak pidana narkotika dan membekitahlkkepada
masyarakat mengenai dampak negatif narkoba yargasaerbahaya
dan Satuan Reserse Narkoba akan memberikan pengantam
perlindungan terhadap saksi semaksimal mungkiri@psaksi yang
diancam oleh tersangka tersebut.

2. Saran

a. Peranan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam pemnalmtasan tindak
pidana narkotika sudah maksimal, namun masih hdaksh
ditingkatkan lagi kinerjanya untuk mengurangi témga tindak
pidana narkotika di Kabupaten Indragiri Hilir.
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b. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Reserse Narkaba hebih
profesional lagi dalam menangani tindak pidana otéd& di
Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Kegiatan penyuluhan hukum dan patroli dilakukanhol®atuan
Reserse Narkoba harus lebih ditingkatkan agar k&ah tindak
pidana narkotika bisa berkurang di Kabupaten Indreigir.
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